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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA'

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (41

Fclaluran ivicn'r-cr i Kcsciralal iiuurur i9 Lairurr 2Oi4 Lcli-a'ug

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk

.1""a=petay".a. kesehatan dan du-kungan biaya operasional pada

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah, Kepala

Daerah menetapkan Besaran alokasi dana kapitasi untuk

pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan untuk pembayaran

dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan setiap tahun;

BUPATI TANA TORAJA

PROVTNSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 49 rnHUN ZOro

TENTANG

bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan bagi

peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggaralan oleh

Badan Pcnyclcnggaraan Jaminan Sosial ll'cachatan mcla-lui

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama serta dalam tertib
administrasi penatausahaan keuangan daerah maka perlu
mekanisme penggunaan dana kapitasi dalam penyelenggaran
Program Jaminan Kesehatan Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Alokasi Dana Ifupitasi dan Bc.saran Tarif Pclayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Rcpublik Indoncsia Tah..u: 1959 }Iomor 74) Ta:nbahan Lcmba;an
Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tantang Fc;iyclcn gaia
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999
Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Menimbang

Mengingat

b.

c.

l.
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4

or t7 Tahun 2003 tentang Keuangan

"*ut" 
*"o''ti* Indonesia "*:"' ?::':

';;;; Negara RePublik Indonesta

lloinor 423O);

Undang-Undang No ahun 2O04 tentang Perbendaharaan

llc6a-.-a (I;ii-^baran r'+' 
*ntp'Utift 

Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan Irmb;; Negara Republik lndonesia

Nomor 4355);
20O4 tentang Pemeriksaan

Keuangan Negara (kmbaran

2004 Nomor 56' Tambahan

esia Nomor 4400);

Ul.lang-Uii'laiig li;r-o; 40 Taiiur' 2O

Sosial [t embaran Negara Republik In

15O. Tambahan Lembaran Nesara

44561;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

g,e*Uirrr ttegira Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144'

iambahan rrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik

IndoncsiaTa}r'.in2o1,1}IomorS'2,TambahanLcmbaran}Iegara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang llomor 24 Tahun 2O1 1 tentang Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1l Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5256);
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tarl:balran lembaran Negara Republik Indonsia
lr-..---. C'Eoatr --L---:----^ :-t-t- l:--l--l- l--l------ l-^l: .---r-L:-

, \,r- L,aSalrl^a-r^ ,ranl, Li'r a.r\rir^

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undans-Undanq Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
201.5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indoneeia Nomor 5679);

11 Peraturan Pemerintah
Fengelolaan Keuangan

Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Daerah (Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O05 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 457g);

12. Peraturan Presiden Nomor Z2 Tahun 2Ol2 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Nesara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193);

13' Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464lMenkes lperrxr2oro
tentang Izin dan penyelenggaraan praktik Bidan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);



1 4. peraruran f:l*")"fl?l,l'J$#-
Kesehatan (Irmnarar

ffi;;; sebagar tehh diubah den- 
'!-'

lromor 111 ranun ;;;;.;;;r rr-TTl*"natan (l'embaran

Negara Republik "oJ"1"*iJ; 
2013 Nomor 255);

15. Peraturan Prcsidcn }Iomor 32 Tahun 2CL4 tcntang Pcngclolaan

dan pemanfatan o;;;;;;"si Jamin rn Kesehatan Nasional

pada Fasilita" K";;;; Tingkat Peltalna Mitik Pemerintah

Daerah U"u**"'ft"i*"' *Io"tttu Indonesia Tahun 2014

Nomor 81);

16. Peraturan Menteri

Pedoman Pengelol

diubah bcbcraPa kali dengan

Nomor 21 tahun 2011 tentang

Menteri Dalam N"g; N";J13 Tahun 2006 tentans pedoman

Pengelolaan keuangan Daerah;

l7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang

Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2014 tentang
-- 

Penggunaan Dana kapitasi Jaminan Kesehatan nasional untuk

Jasa-pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional

padaFasili..asI(cschatanTingkatPcr..amaMilikPcmcrintah
Daerah;

i9. ic;at.,i'a-.i iyientcri I(cschatan Nomor 28 Tahun 2014 ten'tang

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

20. Pcraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun 2OO8

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tana Toraia, sebagaimana telah diubah
dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tana Torala peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja;

21. Peraturan daeralr Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI DAN
BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK

Menetapkan

PEMERINTA,H
2016.

KABUPATEN TANII, TOR,AJ.{T TAHUN ANCGARAN

Pasa-l I
Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehata, Nasional pada Fasilitas KesehatanTiirgkat lcrtana di Iiab'-ipatcn Ta.ra Toraja Tahun ,^..nggara;: 2a1s yatr; z s9L(Tujuh pul untuk pembayaran jasa pelayanankesehatan,
biaya opera 

en) dipergunakan untuk pembayaran

<D



Pasal 2

Biaya operasional pelayanan ke hatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1

I*I.*i'*r, "."t::;,^ kantor sebesar 1s% (Lima bclas persen);

".' 
p".'e"a""t' "* 

*1*":;;;i."r, ro* (Sepuluh persen);

b. Bahan habis pakat t":'"^::";";ir^ o.r".r);

" il; obat ob^t'n-#:f;ffir:[ii*? 0","",,r,
d. Bahan dan alat kesenatarr s"^"- 

il-"i -r" "or"h 
persen);

I. nJ,",.,"oasi keuangan sebe:fli"t;:""3#l$;j;;; t'"" p"'*""1; 
-f. Bahan Bakar minyax p':*""1':':-;--: 

^- ro"t" tDua puluh persen); dan

e. Perjalanan dinas #i;;; ; ebesar 2oo/o (Dua puluh persen); da

L. P.ri.l".,"n dinas "#T"#,,i 
;;"; 14% (Empat belas persenl'

Pasal 3

Jenis besaran tarif pelayanu" JTit3.^It""n"* Nasional pada fasilitas

oelavanan kesehatan al"^l ai Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya dalam

ia"ilo",." Tana Toraja scbagai bcrikut : 
-

a. Paket Rawat Inap per hari =Rp1O0'O0O'-

b. Pelavanan ANC 4 kali = Rp2O0'O00'-

c. Persalinan normal 1 kali = Rp6O0'O0O'-

d. Persalinan p.*"ginL dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONED

: RP750.OOO'
e. Pelayanan tindakan paska persalinan di puskesmas PONED = Rp175'000'-

f. Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatus

= Rp125.000,-
g. Pemeriksaan PNC/Neonatus dilaksanakan dengan 2 kali kunjungan ibu nifas

dan nconatus pcrtama dan I(cdua (I/.Fl-KI'{l dan IziF2{iN2), I (Satu) kali
kunjungan neonatus ketiga (KN3) serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga
( KF3) = Rp25.OO0,-/tiap kuniungan,-

h. Pemasangan atau pencabutan IUD/Implant = RpIOO.OOO,-
i. Pelayanan Suntik KB = Rp15.OO0,-
j. Pcna.-,gana,: I(omplikasi I"E paska pci.salinan : Rp125.000,- dan
k. Pelayanan Pemeriksaan Inpeksi Vagina Asam Asetat (IVA) =Rp25.000,-

Pasal 4

Besaran tarif pelayanar Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
pada puskesmas dan jaringannya terdiri atas :

a' Paket Rawat Inap Jasa Sarana Rp5o.00o,- dan Jasa perayanan Rp25.0oo,-
sci'ta .Iasa t{cdik Rp2E.0CO,_

b' Pemeriksaan ANc Kl, 
'N.(KF,-KN 

r) dan pemeriksaan IVA disamakan dengantarif kuniungan baru, I(2-K4,KF2-KN2, KN3 dan KF3 disamakan dengan tarifkunjungan lama berdasarkan ketentuan pasal lg huruf a perattrran DaerahKabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.c. Paket pelayanan persalinan pervaginam nonnal sesuai pasar 19 huruf e.lPeraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ia Nomor 6 Tahun 2011 tentangRetribusi Jase umum terdiri dari jasq s-*rana p.pr'o.ooo,, dan Jasa peray,anan
Rp2oo'000,- sedang persa-linan pervagimam aengan tindakan .*L[.rr.i a""",di puskesmas di pONED 

.yasa sarLa Rp2OO.OO.,_ dan Jasa pelayananRps0o.O0o,-



d

-)-

annya RP50'0OO'-

e

(1)

(21

Jasa sarana sebagaimana di

seUagai PendaPatan Daerah'

Pasal 5

maksud dalam Pasal 4 disetorkan ke Kas daerah

Jasa Pelayalan sebagaimana dimaksud

2"t."-^" dan 15% untuk jasa Admini
dalam Pasal 4 85o/o diterima oleh

strasi Dinas Kesehatan KabuPaten

(3)

hak pemberi PelaYanan.

Fasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut
sejak tanggal 2 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan uupatiim dengan penernpatarini.a dalan Bcrita Dacral; l,,abupatca TLa Torda.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal tI Uorfcreb* JOt6

BUPATI TANA TORAJA,

CODEMUS BIRINGKANAE
Diundangkan di Makale
pada tanggai 1F Navcr.brc

SEKRETARIS DAEP.AI{ P.^.TE}I TAI\,^, TOP-^JA

S KAROMA

Tana Toraja.
anan Jaminan Kesehatan Nasional

huruf b, huruf c' humf d' humf e'

f j dan hui-'if k dcngan bcsa'-a'-' ta'-if

jaminan pelayanan kesehatan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 2 menjadi

I

BERITA DAERATi KABUFATEN TANA TORAJA TAHUi,i 2O16 i,fOiviOR 29


